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The immunity rights of the Ombudsman represent a form of legal protection granted to this institution to 
maintain its independence and effectiveness in overseeing public services. However, the implementation 
of these immunity rights often becomes a point of contention when the Ombudsman faces lawsuits in the 
Administrative Court (PTUN). This study aims to analyze how the Ombudsman’s immunity rights are applied 
in handling lawsuits in the PTUN and to evaluate the extent to which existing legal provisions support or 
hinder their implementation. The research employs a normative juridical approach by examining legislation, 
court rulings, and relevant literature. The findings indicate that the Ombudsman’s immunity rights are 
explicitly regulated under Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. 
However, in practice, misunderstandings frequently arise regarding the scope of this immunity, particularly 
in cases involving reports of maladministration submitted by the Ombudsman. The study concludes that the 
Ombudsman’s immunity rights need to be strengthened through outreach programs for law enforcement 
officials and the public, as well as through more comprehensive regulatory harmonization. This would 
enable the Ombudsman to perform its functions without interference while maintaining its accountability 
as a public institution. 

. 

 
Keywords 
Immunity rights 
Ombudsman 
Lawsuit 
Administrative Court 
Legal protection 
 
 

 
License by CC-BY-SA 
Copyright © 2024, The Author(s). 

How to cite:  Mariyadi, U., & Moaht, O. S. (2024). Implementasi Hak Imunitas Ombudsman: Kajian terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha 
Negara. Justicia Insight, 1(1), 6–10. https://doi.org/10.70716/justin.v1i1.85 

PENDAHULUAN 

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan utama lembaga ini adalah memastikan bahwa 
pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance). Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman memiliki hak imunitas sebagai perlindungan hukum 
agar dapat bekerja secara independen tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Namun, 
implementasi hak imunitas ini sering kali menjadi isu yang memunculkan berbagai polemik, khususnya dalam 
konteks gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hak imunitas ini memiliki dasar hukum yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Sutiyoso, 2019). 

Kehadiran hak imunitas tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada Ombudsman 
dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, hak ini juga menjadi perisai penting yang melindungi 
Ombudsman dari gugatan atau tuntutan yang berpotensi menghambat tugas pengawasan pelayanan publik. 
Meski demikian, pelaksanaan hak imunitas ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kasus menunjukkan 
adanya gugatan terhadap Ombudsman yang berujung pada proses hukum di PTUN. Hal ini mencerminkan 
kurangnya pemahaman tentang hak imunitas yang dimiliki oleh Ombudsman, baik dari sisi masyarakat 
maupun aparat penegak hukum (Yuliawan, 2020). 

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi maladministrasi, Ombudsman sering kali menjadi objek 
gugatan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh rekomendasi yang dikeluarkannya. Dalam beberapa 
kasus, rekomendasi tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang 
oleh pihak tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana hak imunitas 
Ombudsman dapat diterapkan dalam menghadapi gugatan di PTUN (Santoso, 2021). 
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Hak imunitas Ombudsman memiliki dua dimensi penting, yakni sebagai instrumen untuk melindungi 
kemandirian lembaga ini dan sebagai mekanisme untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh 
karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam implementasi hak imunitas ini, khususnya dalam 
konteks gugatan yang diajukan di PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak 
imunitas Ombudsman berdasarkan kerangka hukum yang ada, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi 
dalam praktiknya (Herlambang, 2022). 

Selain itu, ketidakjelasan dalam pemahaman masyarakat terhadap batasan dan perlindungan hukum 
yang diberikan kepada Ombudsman juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya gugatan di PTUN. 
Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai peran dan fungsi Ombudsman serta hak-
hak yang melekat pada lembaga ini. Tanpa pemahaman yang memadai, hak imunitas Ombudsman dapat 
dianggap sebagai bentuk kekebalan hukum yang tidak seharusnya ada dalam sistem hukum Indonesia (Putri 
& Setiawan, 2021). 

Beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi terkait hak imunitas 
Ombudsman. Dalam beberapa kasus, pengadilan memutuskan bahwa gugatan terhadap Ombudsman dapat 
diterima apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk 
mempertegas aturan mengenai hak imunitas, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat 
merugikan Ombudsman maupun pihak-pihak yang bersengketa (Fadillah, 2020). 

Dengan adanya berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat 
implementasi hak imunitas Ombudsman. Langkah-langkah tersebut mencakup harmonisasi regulasi, 
peningkatan pemahaman hukum di kalangan aparat penegak hukum, serta edukasi publik tentang peran dan 
fungsi Ombudsman. Dengan demikian, Ombudsman dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa 
gangguan yang tidak semestinya, sekaligus tetap menjaga akuntabilitasnya sebagai lembaga publik yang 
bertanggung jawab (Rahayu, 2021). 

Penelitian ini berfokus pada implementasi hak imunitas Ombudsman dalam menghadapi gugatan di 
PTUN. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
rekomendasi yang dapat mendukung penguatan hak imunitas Ombudsman dalam sistem hukum Indonesia. 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih 
baik bagi Ombudsman Republik Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap 
peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan terkait. Data primer berupa 
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan. Sementara itu, data sekunder 
diperoleh dari jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku referensi yang membahas tentang hak imunitas dan 
peran Ombudsman. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah secara mendalam isi regulasi 
dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan 
mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum terkait hak imunitas Ombudsman diterapkan dalam konteks 
gugatan di PTUN. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat 
memperkuat implementasi hak imunitas Ombudsman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lingkup Penerapan Hak Imunitas Ombudsman 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas Ombudsman merupakan instrumen penting dalam 
menjaga independensi lembaga ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, hak imunitas 
meliputi perlindungan hukum terhadap laporan, rekomendasi, dan tindakan yang dilakukan oleh 
Ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa Ombudsman dapat 
menjalankan fungsi pengawasannya tanpa rasa takut terhadap ancaman atau gugatan hukum yang tidak 
berdasar. Namun, meskipun ketentuan ini sudah jelas, implementasinya dalam praktik sering kali menemui 
kendala. 
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Penelitian ini menemukan adanya ketidakjelasan dalam penerapan hak imunitas Ombudsman, 
terutama dalam kasus-kasus gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam beberapa kasus, 
pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan terhadap Ombudsman meskipun tindakan yang digugat 
seharusnya berada dalam perlindungan hak imunitas (Simanjuntak, 2021). Hal ini menunjukkan adanya 
interpretasi yang berbeda terkait batasan dan ruang lingkup hak imunitas yang diatur oleh undang-undang. 
Sebagai contoh, beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa gugatan dapat diterima jika ada indikasi 
penyalahgunaan wewenang, meskipun rekomendasi Ombudsman secara hukum dilindungi oleh hak imunitas 
(Pratama, 2020). 

Perbedaan interpretasi ini mencerminkan perlunya harmonisasi dalam penerapan hukum terkait hak 
imunitas Ombudsman. Selain itu, kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk 
masyarakat dan aparat penegak hukum, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakjelasan ini. 
Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa 
dirugikan oleh rekomendasi yang dikeluarkannya. Tekanan ini berpotensi mengurangi efektivitas 
Ombudsman dalam menjalankan tugasnya jika tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. 

Hak imunitas Ombudsman tidak hanya bertujuan untuk melindungi lembaga ini dari gugatan hukum 
yang tidak berdasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan dapat dilaksanakan 
tanpa intervensi yang menghambat. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa hak imunitas 
bukanlah bentuk kekebalan absolut. Ombudsman tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat 
bukti yang cukup bahwa rekomendasi atau tindakannya melanggar hukum atau etika. Oleh karena itu, 
diperlukan kejelasan lebih lanjut dalam regulasi yang mengatur mekanisme akuntabilitas Ombudsman. 

Dengan demikian, lingkup penerapan hak imunitas Ombudsman harus dipertegas untuk mencegah 
potensi penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik. Harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas 
aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang perlu 
dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Ombudsman. Langkah-langkah ini tidak hanya akan 
mendukung independensi Ombudsman, tetapi juga memastikan bahwa lembaga ini tetap akuntabel dan 
transparan dalam menjalankan tugasnya. 

Studi Kasus Gugatan di PTUN 

Penelitian terhadap beberapa putusan PTUN menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terkait hak 
imunitas Ombudsman. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak gugatan dengan dasar perlindungan 
imunitas, sementara pada kasus lain gugatan tetap diterima dengan alasan adanya indikasi penyalahgunaan 
wewenang. Perbedaan ini menjadi sorotan utama dalam kajian ini, mengingat hal tersebut menunjukkan 
adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi yang seharusnya jelas dan tegas. 

Sebagai contoh, pada salah satu kasus, PTUN memutuskan menolak gugatan terhadap Ombudsman 
dengan alasan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan lembaga tersebut dilindungi oleh hak imunitas. Namun, 
pada kasus lain, PTUN justru menerima gugatan terhadap Ombudsman dengan pertimbangan bahwa 
rekomendasi tersebut dianggap melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Perbedaan 
putusan ini mengindikasikan adanya celah dalam regulasi maupun pemahaman aparat pengadilan terhadap 
hak imunitas yang dimiliki Ombudsman. 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa gugatan yang diterima di PTUN disebabkan 
oleh klaim penyalahgunaan wewenang oleh Ombudsman dalam menjalankan tugasnya (Siregar, 2021). Klaim 
ini sering kali muncul akibat ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan oleh rekomendasi Ombudsman. 
Dalam beberapa kasus, pengadilan menganggap bahwa ada cukup bukti untuk memproses gugatan tersebut, 
meskipun rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman sejatinya dilindungi oleh undang-undang (Prasetyo & 
Raharjo, 2020). Fenomena ini menegaskan perlunya kejelasan lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan 
internal terhadap tindakan Ombudsman agar tidak terjadi penyalahgunaan perlindungan imunitas (Utami, 
2019). 

Perbedaan interpretasi dan ketidakpastian hukum ini juga dipengaruhi oleh kurangnya harmonisasi 
antara undang-undang yang mengatur Ombudsman dengan peraturan lain yang berkaitan dengan tata usaha 
negara. Harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak imunitas Ombudsman tidak 
disalahartikan sebagai bentuk kekebalan mutlak, tetapi sebagai perlindungan yang proporsional terhadap 
independensi lembaga ini. Dengan demikian, pengadilan dapat memiliki pedoman yang lebih jelas dalam 
menangani gugatan terkait Ombudsman. 
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Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya sistematis dalam memperjelas ruang lingkup hak 
imunitas Ombudsman melalui revisi regulasi atau penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung. Selain 
itu, edukasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa 
hak imunitas Ombudsman dipahami secara benar dan diterapkan secara konsisten. Langkah-langkah ini 
diharapkan dapat mengurangi potensi konflik hukum di PTUN dan memperkuat posisi Ombudsman sebagai 
lembaga yang independen dan akuntabel. 

Tantangan Implementasi Hak Imunitas Ombudsman 

Tantangan utama dalam implementasi hak imunitas Ombudsman terletak pada kurangnya 
pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Hak imunitas yang diberikan kepada 
Ombudsman bertujuan untuk melindungi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap 
pelayanan publik. Namun, banyak aparat hukum yang tidak memahami cakupan dan fungsi hak ini secara 
mendalam, sehingga sering kali terjadi konflik atau penafsiran yang salah terhadap tindakan Ombudsman. 
Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait mengenai 
hak-hak tersebut. Akibatnya, Ombudsman kerap menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya, baik 
dalam bentuk intervensi langsung maupun tindakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip imunitas yang 
seharusnya mereka miliki. 

Selain pemahaman yang terbatas, harmonisasi regulasi yang belum memadai juga menjadi hambatan 
signifikan. Regulasi mengenai hak imunitas Ombudsman sering kali tidak sejalan dengan peraturan lain yang 
terkait, menciptakan ketidakpastian hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan bahkan memiliki 
potensi tumpang tindih, yang akhirnya membuka celah bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan situasi 
tersebut. Misalnya, terdapat ketidakjelasan antara undang-undang yang mengatur Ombudsman dengan 
aturan yang mengatur penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan posisi Ombudsman dalam 
menjalankan fungsinya. Ketidakharmonisan ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk merevisi dan 
menyinkronkan regulasi agar memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kokoh terhadap hak imunitas 
Ombudsman. 

Hasil penelitian menyoroti kebutuhan mendesak akan edukasi yang lebih luas di berbagai lapisan 
masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan memahami peran dan hak imunitas Ombudsman, 
masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara lebih konstruktif (Yulianto 
& Santoso, 2021). Di sisi lain, aparat hukum perlu diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan 
pemahaman mereka terkait peran Ombudsman dan prinsip imunitas yang melekat (Pratama, 2020). Edukasi 
ini juga perlu disertai dengan kampanye publik yang bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya 
keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang independen. Dengan demikian, partisipasi aktif 
dari masyarakat dan aparat hukum dapat memperkuat posisi Ombudsman dalam menjalankan tugasnya 
tanpa rasa takut atau ancaman hukum yang tidak semestinya. 

Selain edukasi, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pembaruan regulasi sebagai langkah 
strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Ombudsman. Pembaruan ini harus mencakup 
penghapusan ketidakharmonisan regulasi yang ada saat ini serta penegasan lebih lanjut terhadap cakupan 
hak imunitas. Dengan regulasi yang lebih kuat dan terintegrasi, diharapkan Ombudsman dapat bekerja lebih 
efektif tanpa menghadapi hambatan hukum yang tidak perlu. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu 
bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kokoh, memastikan bahwa Ombudsman dapat 
melaksanakan tugasnya dengan perlindungan penuh. Tanpa langkah konkret ini, tantangan dalam 
implementasi hak imunitas Ombudsman akan terus menjadi hambatan serius yang mengurangi efektivitas 
peran mereka sebagai pengawas pelayanan publik. 

KESIMPULAN 

Hak imunitas Ombudsman merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada Ombudsman agar 
dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan bebas dari tekanan hukum yang tidak 
semestinya. Dalam konteks kajian terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), implementasi 
hak imunitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh 
Ombudsman, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, tidak mudah 
digugat atau dipertanyakan secara hukum tanpa dasar yang kuat. Kajian ini dapat mengungkapkan bahwa 
hak imunitas tersebut bertujuan melindungi integritas institusi Ombudsman, tetapi tetap harus diimbangi 
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dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tidak disalahgunakan. Dalam pengadilan, keberadaan hak 
imunitas sering kali menjadi perdebatan antara kepentingan melindungi independensi Ombudsman dan hak 
warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dianggap merugikan. 
Dengan demikian, implementasi hak imunitas Ombudsman memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan 
sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun konflik dengan 
institusi hukum lainnya. 
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